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KOMISI PEMILIHAN T]MUM
KABUPATEN BT]NGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIIIAN UMUM KABT]PATEN BT]NGO
NOMOR z 451PP.O4.2-Kptl1508/KPU-Kabru2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAI\I PANITIA PEMILII{AN KTCAMATAN,
PANITIA PEMLNYGI]TAN SUARA, DAN KELOMPOK PEIIYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DAI-AM PENYELENGGARAAN PEMILIIIAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHLTI\{ 2O2O

KETAA KOMISI PEMILIHAN UMAM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang a.

Mengingat

b

I

)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemiliah Umum
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Komisi Pemilian Umum Kabupaten/Komisi tndependent
Pemilihan Aceh menetap pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelanggara Pemrmgutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan
huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bungo tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Panyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020..

Undang-mdang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapar; Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamataq Panitia
Pemmgutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
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dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun
2019 tertang Tahapa4 Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

P€ratuan Komisi Pemilihan UmumKkabupaten Bungo Nomor 267
/PP.01.2-KpUl508/KPU-KabDV20l9 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupui dan Wakil Bupati Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIIIAN UMUM KABUPATEN BUNGO
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANMh PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PEI\IYELENGGARA PEMUNGUTAI\ SUARA DA I,AM
PENYELENGGARAATI PEMILIHAIV BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUNGO TAIIUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecarnatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo
Tahun 2020, sebagaimmn tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Menaapkan Rincian Pedoman Telois Pemben$kan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Stnra dalam Penyelenggaraan Pernilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai b€rlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : '14 Januari 2020

KEIUA,

ttd.

MUHATMAD BISRI

Menaapkan

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIJNGO
Kepala Bagian Hukum,

KESATU



LAMPIRANI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBUNGO

NOMOR: 45 |PP.04.2-Kptl I 508/IGU-Kab/V2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA" DAN KELOMPOK

PE}TYELENGGARA PEMI]NGUTAN SUARA

DALAM PE}TYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BIINC,O TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMLIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PE}TYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIIIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BUNGO TAHUN 2O2O



BAB I

PENDAHI]LUAN

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 adalah merupakan sarana

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati

Bungo yang dilaksanakan secara efeltif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berPedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian

hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,

efi sien, efektifitas dan aksesibiltas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal ll, Undang-Undang Nomor I Tahun

20 1 5 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor I Tahun 20 I 4

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201 6 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang.

Termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, KPU Kabupaten Bungo berkewajiban membuat

keputusan terkait Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/l(omisi lndependen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum,4(omisi Independen Pemilihan Kabupaten/l(ota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

Pasal 57 ayat (2), KPU Kabupaten Bungo menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo

tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Keia PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020, sebagai Pedoman dalam menyukseskan

pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020



B. TUruAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Ke{a ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai

pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa

penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 merupakan

tanggungjawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-

masing sebagaimana yang telah diatur oleh peratuan perundang-undangan, yang bertujuan agar

semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2O20 dapl dilaksanakan dengan baik dan

lancar.

C. RUANGLINGKIJP

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman telnis Pembentukan dan Tata

Ke{a PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020,yang

terdiri dari :

l. Pembentukan PPK PPS dan KPPS melalui seleksi te6uka.

2. Tatz Kerja PPK, PPS, dan I(PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bungo.

3. Persyaratan PPI( PPS, dan KPPS.

4. Keselcetariatan PPK dan PPS

5. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

D. PENGERTIANUMIJM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

l. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bungo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati

Bungo secara langsung dan demokatis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Bungo

adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo di

tingkat kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Itub/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo di

tingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar4 selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok

yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

7. Hari ke{a adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

a. Mandiri;

b. Jujur;

c. Adil;

d. Kepastian hukum;

e. Tertib;

f. Kepentingan umum;

g. Keterbukaan;

h. Proporsionalitas;

i. Profesionalitas;

j. Akuntabilitas;

k. Efisiensi; dan

l. Efektivitas.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 dilaksanakan KPU Kabupaten

Bungo.

3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Bungo dibantu oleh PPK PPS dan

KPPS.



BAB II

PEMBENTT]KAN PANTIIA PEMILI}IAN KECAMATAN, PANTTIA

PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKTIMEN

a. Warga negara Indonesia; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektonik.

b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik.

c setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika,

dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Surat pernyataan setia kepada Pancasila

sebagai dasar Negar4 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945.

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat,

jujur dan adil;

surat pemyataan mempunyal tntegntas

pribadi yang kuat, jujur dan adil.

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang

dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah

atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari

pengurus partai politik yang bersangkutan;

Surat pemyataan tidak menjadi anggota Partai

Politik paling singkat 5 (lima) tahun.

f Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS

dan KPPS;

Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)

elektronik (iika ditemukan pendaftar beda

alamat dalam satu kecamatan, harus

dilengkapi dengan surat keterangan domisili

dari RT/RW setempat. Demikian juga untuk

PPS)

g. Bebas dari penyalahgunaan narkotika; Surat pemyataan bebas dari penyalahgunaan

narkotika



h. Berpendidikan paling rendah sekolah

menengah atas atau sederajatl

fotokopi ijazzh sekolah menengah

ataVsederajat atalu ijazah terakhir yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

I tidak pemah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat pemyataan tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakr.rkan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih.

Surat pernyataan tidak pemah diberikan

sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP

Kabupaten^(ota atau Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu apabila pemah

menjadi anggota PPI( PPS dan KPPS pada

Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

k. Belum pemah menjabat 2 (dua) kali periode

dalam jabatan yang sama sebagai anggota

PPK, PPS dan KPPS;

l. tidak berada dalam ikatan perkawinan

dengan sesama penyelenggara Pemilu;

Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan

perkawinan.

m. tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu

dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan

surat pemyataan yang sah atau paling singkat

5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim

kampanye peserta pemilu dar/atau

pemilihan.

Surat pemyataan yang sah tidak menjadi tim

kampanye peserta pemilu dadatau pemilihan

paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi tim kampanye peserta pemilu

dan/atau pemilihan.

n. Mampu secara jasmani dan rohani. surat keterangan kesehatan dari puskesmas

atau rumah sakit setempat.

o. Izin atasan

PNS/[Ionorer/BLJMN/BLJMD/

Swasta.

bagi

Karyawan

Surat izin dari atasan yang berwenang.

(dilengkapi setelah dinyatakan lulus)

j. tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian

tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

Surat pemyataan belum pernah menjabat 2

(dua) kali periode dalam jabatan yang sama

sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.



Surat Pemyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani

Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada IOU/KIP Kabupaten/I(ota 3

(tiga) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

a. PPK

I ) I (satu) dokumen asli; dan I (satu) dokumen salinan

2) I (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPK.

b. PPS

1) I (satu) dokumen asli; dan I (satu) dokumen salinan

2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS.

c. I(PPS

l) I (satu) dokumen asli dan I (satu) dokumen salinan yang diserahkan kepada PPS; dan

2) I (satu) dokumen salinan sebagai anip I(PPS.

Ketentuan Klusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

a. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah

menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam

pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dar/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota dengann periodesasi sebagai berikut:

I ) Periode pertama dimutai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;

2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013

3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

4) Periode keernpat dimulai pada tahun 2019

b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat

bekefa sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK,

PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana

dimaksud pada poin (h) bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang

mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan

dengan suat pemyataan.

d. Apabila persyaratan usia paling rendah l7 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di

wilayahflokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau

sebutan lain yang terdekat dalam domisili kecamatan yang sama.



B. Pembentukan PPI( ,lan PPS

1. Seleksi Terbuka

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

l) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat+empat yang mudah dijangkau atau

diakses publik selama 3 (tiga) hari;

2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;

3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tirlak u* peserta yang mendaftar

atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU /KIP Kabupaten{(ota

membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari.

4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang

mendaftar, KPU/KIP Kabupaten/l(ota beke{a sama dengan lembaga pendidikan,

komunitas peduli Pemilu dan demokasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan

anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian admini strasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU/KIP Kabupaten/I(ota:

1) melah.rkan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti

kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga)

hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan

2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik

paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk

mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka masukan dan unggapan terhadap seleksi

anggota PPK dan PPS pada masa:

a. Tahap I, dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai

pengumuman hasil seleksi tertulis.

b. Tahap tr, dari tanggal 15 sampai dengan 2l Februari 2020.

2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka l) dibuat secara terhdis

dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

3) KPU/KIP Kabupaten/I(ota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk

dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara dan pda masa klarifikasi tanggapan

masyarakat tahap tr, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2020.



d. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan :

l) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah

pengumuman hasil penelitian administrasi

2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat jika tidak

tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat

3) Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/I(ota :

l. Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat oleh KPU

Kabupaten/l(ota dan digandakan oleh KPU Provinsi, mencakup :

a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :

I ) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS

2) Teknis Pemungutan Suara

3) Penghitungan Perolehan Suara

4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

5) Calon perseorangan

6) Kode etik

b) Pengetahuan kewilayahan

Soal be{umlah 100 terdiri dari 65 ( enam puluh lima ) soal pilihan ganda,25 ( dua

puluh lima ) soal salah benar dan l0 ( sepuluh ) soal sebab akibat.

2. Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus

seleksi ternrlis

3. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama 3 ( tiga )

hari

4. apabila KPU/KIP Kabupaten/l(ota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk

calon anggota PPS, KPU/KIP Kabupaten/I(ota dapat melanjutkan ke tahap seleksi

wawancara.

e. Seleksi Wawancara

KPU/KIP Kabupaten/I(ota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

l) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis

berakhir;

2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota mencakup:

a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;

b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:

( I ) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;



(2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati; dan

(3) teknis pemungutan suara" penghitungan perolehan suar4 dan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara;

(4) pengetahuan tentang Pemutakhiran Data Pemilih;

(5) pengetahuan tentang sejarah Pemilu di lndonesia.

c) klarifi kasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPUIKIP Kabupaten/I(ota:

l) mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi

wawancara;

2) menetapkan fuiggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;

3) Mengumumkan hasil seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi

wawancara.

4) Pengumuman sebagaimana pada poin 3 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari di papan

pengumuman dan/atau laman KPU dan/atau media massa.

g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il Keputusan ini.

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan

kompetensi, kapasias, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan

KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam ahapan pengumuman dan pendaftaraq PPS:

a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau

atau diakses publik; dan

b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran

berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS

paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan

b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.



3. Pengumuman Hasil Seleksr

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhimya penelitian

administasi.

4. Penyampaian hasil seleksi I(PPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK,

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila s€leksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK

melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga

pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk

mendapatkan anggota I(PPS.

D. Penetapan Anggota PPK PPS dan KPPS

l. KPU KabupatenA(ota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang

pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan serentak tahun 2020 dengan menggunakan

format Keputusan pembentukan PPK PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV

Keputusan ini;

2. Apabila tedadi penggantian anggota PPK KPU Kabupaten/Kota melapo*an kepada KPU

Provinsi.

3. Apabila te{adi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan

diteruskan kepada KPU Provinsi.

4. PPS menetapkan keputusan tenlang pembentukan KPPS dalam pemilu dengan menggunakan

format keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV dalam keputusan ini;

5. apabila te{adi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK wajib melaporkan kepada

KPUAilP Kabupaten/Kota.

E. Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah ditetapkan

ke dalam database.



BAB tII

KESEKRETARIATAN

A. Seketariat PPK

Dalam melaksanakan tugasny4 PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

l. Pembentukan Sekretariat PPK

a. PPK mengusrrlk6 3 (tiga) nama untuk calon seketaris PPK dan 4 (empat) nama untuk

calon staf sekretariat PPK ke Bupati melalui KPU Kabupaten Bungo.

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati

untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama sebagai sekrearis PPK dan 2 (dua)

nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati;

c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilias pemerintah daerah

2. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:

a. dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Setretariat PPK, KPU Kabupaten Bungo

berkonsultasi dengan Seketaris Daerah Kabupaten Bungo;

b. KPU Kabupaten Bungo mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat)

calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati;

c. Bupati memilih dan menetapkan I (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama

sebagai staf Sekretariat PPK;

d. Sekretaris dan staf Seketariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.

f. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Bungo disertai dengan

penandatanganan Pakta integritas Selaetariat PPK.

3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK Kelengkapan Dokumen

a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin
pegawai, khusus bagi yang berasal dari

Aparatur Sipil Negara;

Surat pemyataan tidak pemah dijatuhi sanksi

disiplin pegawai.

Surat pemyataan independen dan tidak

berpihak.

Surat keterangan kesehatan dari puskesmas

atau rumah sakit setempat.

d. Untuk Sekretaris PPK dan staf seketariat
PPK mempunyai pangkat dan golongan

paling rendah IIlb.

Surat Keputusan tentang pangkat dan

golongan yang bersangkutan. *digaris

b. independen dan tidak berpihak, khusus

bagr yang berasal dari bukan Aparatur

Sipil Negara;

c. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas

dari penyalahgunaan narkotika.



e. Memiliki kemampuan

mengoperasikan perangkat

informasi.

dalam

teknologi
Surat pernyataan mampu mengoperasikan

perangkat teknologi informasi.

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta

di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap

dengan rincian:

a. I (satu) rangkap asli; dan

b. I (satu) rangkap salinan

B. Selaetariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Selcetariat PPS, dengan ketentuan:

l. Setretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai

kelurahan/desa atau sebutan lainnya;

2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;

3. Masa tugas Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo selama 8

(delapan) bulan.

4. Sekretariat PPS diberikan Hak Keuangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo.

5. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Bungo meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk

menugaskan pegawainya sebagai sekretaris dan staf setretaxiat PPS.

b. KPU Kabupaten memilih dan menetapkan I (satu) nama sebagai sekretaris PPS dan 2

nama sebagai staf sekretariat PPS;

c. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan kepala desaflurah atau

sebutan lainnya.

6. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS:

Syarat Sekretariat PPS Kelengkapan Dokumen

a. tidak pemah dijatuhi sanksi disiplin
pegawai;

Surat pemyataan tidak pemah

dijahrhi sanksi disiplin pegawai

b. independen dan tidak berpihak; Surat pemyataan independen dan tidak

berpihak.

sehat jasmani dan rohani.c Surat keterangan kesehatan dari puskesmas

atau rumah sakit setempat.

Dokumen yang berupa Surat Pemyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta

di tanda tangani.



BAB TV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPIq PPS DAN KPPS DALAM

PEII'YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BTIPATI BUNGO

TAHUN 2O2O

A. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tums, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

l. Membantu KPU Kabuparen Bungo dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih DPS,

danDPT;

2. Membantu KPU Kabupaten Bungo dalam menyelenggarakan Pemilihan;

3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraaD Pemilihan di tingkat kecamatan yang

telah ditetapkan oleh I(PU Kabupaten Bungo;

4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bungo;

5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data

Pemilih;

6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruhPPS di

wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas

Kecamatarf

8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah ke{anya;

9. Menyerahkan hasil rekapinrlasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya kepada

seluruh pesertaPe6ilihan;

10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suam serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas

Kecamatan dan KPU Kabupaten Bungo;

11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas

Kecamatan;

12. Melalarkan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di

wilayah ke{anya;

13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-

undangan dar/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.

16. Tugas l(stua PPK meliputi:



a. Memimpin kegiatan PPK;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. Mengawasi kegiatan PPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementafir

secara berkal4 dengan manual, dan/atau elektronik;

f Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-

sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi

yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. Menyerahkan I (satu) ekemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapinrlasi hasil

penghitungan suara di PPK kepada I (satu) orang saksi Pasangan Calon;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU

Kabupaten Bungo.

i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang

Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

17. Tugas Anggota PPK meliputi:

a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

d. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota PPK bertaaggung jawab kepada Ketua PPK.

B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

l. Membantu KPU Kabupaten Brmgo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data

Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikaq dan DPT,

2. MembentukKPPS;

3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Bungo

melalui PPK;

5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;

6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Bungo melalui

PPK;
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Menetapkan petugas keteiliban TPS dengan Keputusan PPS;

Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas

ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU IGbupaten Brmgo melalui PPK;

Mengumumkan daftar Pemil ih;

Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

Melalrukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo;

Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo dan

PPK;

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah ke{anya;

Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan

setelah kotak suara disegel;

Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah

terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak

suara yang sudah disegel oleh KPPS;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah ke{anya;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihandan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan

suara;

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan KPU Kabupaten Bungo, dan/atau PPK.

Tugas Ketua PPS meliputi:

a. MemimpinkegiatanPPS;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. Mengawasi kegiatan KPPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

f Memberikan 5alinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan
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Calon di tingkat desa&elurahan sebutan lain; dan

g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditent'kan oleh KPU

Kabupaten Bungo.

h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang

anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

24 Tugs Anggota PPS meliputi:

a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada

Ketua PPS.

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

l. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL,

peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

6. Menjaga dan mengamankan keufuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan

setelah kotak suara disegel;

7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan

PPK melalui PPS;

8. Menyerahkan hasil penghitungan $xra kepada PPS dan PPL;

9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan KPU Kabupaten Bungo, PPK dan/atau PPS.

ll. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan

penghitungan suara adalah:



a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada

anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada

DPT;

d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat

desa/kel urahan atau sebutan lainnya;

e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan

Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

a. Memimpin kegiatan KPPS;

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu

d. Memandu p€nguc{rpan sumph/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota

KPPS;

f. Menandatangani tiap lembar surat suara; danmengakhiri kegiatan pemungutan suara

tepat waktu

13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-

sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi

yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;

c. Memberikan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL dan

e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil

penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS

pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

14. Dalam melaksanakan tugasnya" ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua

PPS.

15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksamkan tugas ketua KPPS.

16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.



BABV

PENGGANTIANANGGIOTA PPK PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTAPPK

l. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:

a) Meninggal dunia;

b) Mengundurkan diri deng:an alasan yang dapat diterima;

c) Berhalangan tetap lainnya; atau

d) Diberhentikan sementara.

2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

b) Melanggar sumpal/janji jabatan dan/atau kode etik;

c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturtrt-turut tanpa

alasan yang sah;

d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan

hukum tetap karena melah*an tindak pidana pemilihan umum;

f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga)

kali b€rturut-turut tanpa alasan yangjelas; atau

g) Melakukan perbuatan yang terbuld menghambat KPU Kabupaten Bungo dalam

mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peratwan perundang-

undangan.

3. Pemberhenti- 5s6s1t26 anggottt PPK dilalcukan oleh KPU Kabupaten Bungo.

4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilah*an oleh KPU Kabupaten Bungo

dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk

masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:

a) Menerima laporan;

b) Meneliti materi laporan;

c) Melalrukan klarifikasi;



a) Menggali, mencari rlan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan

kejelasan pemaham laporan;

b) Memanggil para pihak;

c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan

d) Melakukan koordinasi danlalat melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan

tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Bungo membuat kajian dan

mengambil keputusan.

B. PENGGANTIANANGGOTAPPS

l. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bungo dapat menunjuk

anggota PPS baru berdasarkan rangking saat seleksi;

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya

atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

C. PENGGANTIAN ANGGOTAKPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melahrkan penggantian terhadap

anggoia KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau

tidak mampu melaksanakan tugas secara pennanen.

3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari

Rukun Tetangga @T/Rukun Warp GW) yang benangkutan.

4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten

Bungo.



BABVI

PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Ke{a ini dijadikan sebagai @oman bagi Komisi Pernilihan Umum Kabupaten

Brmgo, PPI! PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Tahun 2020, dan apabila te{adi kekelinran dalam penyusunan ini akan dilahkar perbaikan.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada tarugal : 14 Januari 2020

KETUA,

ttd.

iIUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Sub Bagian Hukum,

-J

=ul
o-



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN IJMI,JM

KABUPATENBUNGO

NOMOR: 45 |PP.04.2-Kptl I 508/KPU-Kab/v2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PAMTIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMIJNGUTAN SUARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BUNGOTAHUN2O2O

DOKT]MEN YANG DIBUTI,]HKAN DALAM PEMBENTUKAN PANTTIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANTTIA PEMI]NGTITAN SUARA, DAN KELOMPOK PEI.IYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BUNGO TAHUN 2O2O

MELALUI SELEKSI TERBUKA

I. FORMAT PENGIJMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGI.]TAN 5[JART\ DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGI,]TAN SUARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILI}IAN IjMIJM 2O2O;

2. STJRATPENDAFTARAN;DAN

\- 3. SURATPERNYATAAN,

4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;

5. TIME LINE PEREKRI.MAN PPK.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
IGBLIPATEN BI,INGO

PENGUMUMAN
Nomor. /PP.U.2-Pu/1508/KPU-Kab/V2020

TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA PANMIA PEMILIHAN KECAMATAN

fTNTUKPEMILMAN GUBERNUR DAN WAIilL GUBERNUR PROVINSI JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BT]PATI KABUPATE,N BI]NGO

TAHUN 2O2O

Dalam rangka seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi
kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan
Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk Anggota PPK adalah :
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas ) tahun;

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-
cita Proklamasi I 7 Agustus 1 945 ;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat p€myataan yang sah atau

sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidat< lagi menjadi anggota Partai Politik
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

f Berdomisili dalam wilayah ke{a PPK;

g. Mampu secarajasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

i Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 (Lima) tahun atau lebih;
j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;

k. Belum pemah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-berturut dalam jabatan yang sama

sebagai anggota PPK;

Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua)
kali periode berturul-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPD,
DPR dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiderq Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubemur dan Bupati dan Wakil Bupati dengan periodesasi sebagai berikut :

a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;

b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan

c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;

d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;



2. Pendaftar menyerahkan Kelengkapan dokumen berupa:
a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;

d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah ataVSederajat atau Ijazah terakhir yang legalisir oleh
Pejabat yang berwenang;

e. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya
berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-
el);

f. Surat Pemyataan yang bersangkutan l0 point bermaterai 6000;

g. Pas Foto berwama ukuran 3x4,6 bulan terakhir (sebanyak 3 lembar);

h. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (dapat melampirkan sertifikat/dokumen lain yang

menunjukkan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu);

i. Surat izin atasan bagi PNS/Honorer/BUMN/BUMD/ Karyawan Swasta (dilengkapi setelah

dinyatakan lulus);

3. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panitie Pemilihan Kecamatan (PPK) pada

tanggal 18 s/d 24 Januari 2(D0 di KPU Kabupaten Bungo pada pukul 08.ffi -16.ffi Wib;
4. Dokumen persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap dimasukkan ke dalam map tulang snelhecter

wama biru muda , berkas asli I (satu) dan 2 (dua) berkas foto copy dan dimasukan ke dalam

amplop wama coklat;

5. Format surat Pendaftarar! surat Pemyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat diperoleh langsung

di Sekretariat KPU Kabupaten Bungo;

6. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Bungo dengan alamat

Jalan.M.Saidi Nomor. 622 Muara Bungo Telpon/Fax (0747) 21074.

7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seketariat KPU Kabupaten Bungo Jalan.

M.Saidi Nomor. 622 Muara Bungo Telpon/Fax (0747)21074.

Muara Bungo, 15 Januari 2020
KETUA,

MUHAMMAD BISRI

l. Tidak berada dalam ikaran perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

m. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan

surat pemyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye

peserta Pemilu dalVatau pemilihaa yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah.

Demikian pengumuman ini disampaikan untt* diketahui.



STIRAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

KECAMATAN

KABUPATEN BUNGO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin

Pekerjaan / Jabatan

Alamat

No. HP/ Email

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon
Anggota PPK Kabupaten Bungo Nomor tanggal 15 Januari
2020

Bersama ini dilampirkan dokumen administrasi untuk memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran.

.........2020
Pendaftar,

Materai
6000

( )



SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANTIIA PEMTLTHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tgl. Lahirfusia: ....... /.............Tahun

Pekefaan / Jabatan :...

Alamat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Bungo :

l. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau

paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan

sumt keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Tidak pemah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan

Kehormatan Penyel enggara Pemilu (DKPP);
7. Belum pemah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai

PPK;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota dan Pemilihan
Umum; dan

10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;

Demikian surat p€myataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon anggota PPK Kabupaten Bungo.

.,,,,,',,2020
Yang membuat pemyataan,

Materai
6000

( )



PAS
PHOTO

3X4

l. Nama
2. Jenis Kelamin
3. Tempat Tgl. tahir/

Usia
4. Peke{aan/Jabatan
5. Alamat
6. Status Perkawinan

7. Pekerjaan
8. Riwayat Pendidikan

DAFTAR RIWAYAT EIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN BUNGO

a

b

c.

a.

b.
c.

d.

a.

b.
c.

d.

a.

b
c.

d

9 Pengalaman Peke{aan
a. Khusus Kepemiluan

b. Non Kepemiluan

10. Karya Tulis /
Publikasi
a. Khusus

Kepemiluan/
Demokrasi

b. Non kepemiluan

a.

b.
c.

d.

a.

d.

b



I 1. Pengalaman Organisasi

No Nama Organisasi Jabatan Tahun
I

2.

.,

12. Lain-lain

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat

calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bungo

.........2020
Yang membuat pernyataan,

( )



TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GTTBERNTIR
PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABTIPATEN BUNGO TAHUN 2O2O

KETUA,

\o KEGIATAN DURASI
TAN@AL

Tsnpa Perprnjaltgall
Pendaftaren

Dengrn Perprnjrngrn
Pendaftaran

I PENGUMUMAN 3 HARI 15 - 17 Januari 2020

2

PENERIMAAN
PENDAFTARAN DI KPU
KABUPATEN/KOTA

7 HARI 18 - 24 Januari 2020

3
PERPANJANGAN
PENDAFTARAN

3 IIARI 25 -27 laruai2020

{ PENELITIAN
ADMINISTRASI

25 -27 lant N;2020 28 - 30 Januari 2020

PENC1JMUMAN HASIL
PENELITIAN
ADMINISTRASI

2 HARI 28 - 29 Januari 2020 3l Januari - I Februari 2020

6 SELEKSI TERTULIS I IIARI 30 Januari 2020 2 Februari 2020

7
PEMEzuKSAAN HASIL
SELEKSI TERTULIS

3 HARI 3l Jsnusri - 2 Februari 2020 3-5Februari2020

8
PENGTJMUMAN HASIL
SELEKSI TERTULIS

3 HARI 3 - 5 Februari 2020 6-8Februari2020

!)

TANGCAPAN
MASYARAKAT
TAHAP I

(9 hari. yaitu dari
pengumuman hasil

seleksi
administrasi

sampai selesai
pengumuman hasil

seleksi tertulis)

28 Januari - 5 Februari 2020 3 t Januari - 8 Februari 2020

l0 WAWANCARA 3 HARI 8 - l0 Februari 2020 9- ll Februari 2020

PENGLJIV{IJMAN HASIL
SELEKSI WAWANCARA
(10 BESAR)

7 HARI 15 2l Februari 2020

t2
TANGCAPAN MASYRAKAT
TAHAP II 7 HAR]

l3
KLARIFIKASI TANGGAPAN
MASYARAKAT TAHAP II 4 HARI 22 25Febuui2020

t.t

PENGUMUMAN PASCA
}IASIL KLARIFIKASI
TANGGAPAN
MASYARAKAT
TAHAP II

3 HARI 26 - 28 Februari 2020

l5 PELANTIKAN PPK 29 Februari 2020

l6 MASA KER'A PPK
PEMILIHAN 2O20

9 Bulan I Maret 2020 - 30 November 2020

BISRI

Muara Bungo, 15 Januari 2020

3 HARI

15 - 2l Februari 2020



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOM]SI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBUNGO

NOMOR: 451PP.O4.2-Kpt/l 508/KPU-Kab/V2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PETYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PE].{YELENGGARAAN PEMILI}IAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BIJNGO TAHIJN 2O2O

FORM PEMLAIAN EVALUASI ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANTTIA PEMUNGLTTAN SUARA

UNTI.JK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BI]PATI DAN WAKIL BT]PATI KABUPATEN

BI.'NGO TAHUN 2O2O

I. KUESIONEREVALUASI ANGGOTA PPK/PPS

2. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERIA PPK/PPS

3. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERIA PPK BERDASARKAN DAFTAR

PERTANYAAN

4. HASIL PEMLAIAN EVALUASI KINERIA PPS BERDASARKAN DAFTAR

PERTANYAAN



KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK

Kepada yang terhormat,

l. Bapak/lbu Anggota KPU Kabupaten/l(ota

2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK

3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020 yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinefa

Anggota PPK, dimohon dengan hormat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertrnyaan terlampir

dengan penjelasan sebagai berikut:

l. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Arggota KPU

Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Seketariar PPK;

2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua d^" Anggota KPU Kabupaten/Kota Seluruh

Anggota PPK dan Seloetaris PPK;

3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupater/Kota, Ketua

dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;

4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan

Seketaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/l(ota;

5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota

PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten^(ota;dan

Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Seketaris PPK;

6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng (V).

KPU mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU

Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab daftar p€rtanyaan yang

diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilu

2020.



Informasi Umum

PPK/PPS

Nama Penilai

Unsur Penilai

Nama yg Dinilai :

Keterangan

SS : Sangat Setuju

S :Setuju
N : Netral

TS :TidakSetuju

\- STS : Sangat Tidak Setuju

PAIIDL]AN PERTANYAAN
EVALUASI KINERJA PPK/PPS

KPU Kab/Kota/Anggota PPK/PPS/Seketariat PPK/PPSt

r Coret yang tidak perlu
Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kora paling lambat tanggal ..................

No Pemyataan SS S N TS STS

I Anggota PPK/PPS aktif dalam
berpendapat di rapat

2 Anggota PPK,/PPS dapat menerima perbedaan
pendapat dalam rapat

J Anggota PPK,/PPS melaksanakan keputusan
rapat yang telah disepakati

4 Anggota PPK,/PPS dapat mengelola konflik
intemal secara baik

5 Anggota PPI(PPS dapat mengelola konflik
ekstemal dengan baik

6 Arggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja
yang baik dengan sesama kolega

7 Anggota PPK./PPS memiliki hubungan kerja
yang baik dengan Sekretariat

8 Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta
pemilu dengan sama rata Anggota PPI(PPS
tidak memiliki kecenderungan memihak kepada

salah satu peserta Pemilu
9 Anggota PPK./PPS selalu hadir di rapat
l0 Anggota PPK,/PPS tidak dapat bekerja sama

dengan baik
t1 Anggota PPICiPPS tidak dapat melaksanakan

keputusan rapat yang telah disepakati
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIIIAN UMUM KABUPATEN

BI..rNGO

NOMOR: 45lPP.M.2-Kptll508/KPU-Kab/1/2020

TENTANG PEDOMAN TEKMS PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA,, DAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMI]NGUTAN SUARA DALAM

PEIIYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BTJPATI KABUPATEN BIJNGO TAHUN 2O2O

\, FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHI]N 2O2O

I. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN;

2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMT]NGUTAN SUARA; DAN

3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM KABUPATEN/I(OTA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABPATEN BUNGO TENTANG

PENGANGKATAN PPK

KO{T4ISI PEI'TILIHAN UMUT'I

KABUPATEN/XOTA

KF:PUTUSAN K()MISI PI'MILIHAN UMU:vi

KABUPATT'}I / KOTA

l<C)MlSI PE:MILII{AN IJMI.M K.A.lrU P/,\T|SN / tto't'

ba.ttwa untuk rnclak.a]!al(a:1 kctctltr.r6rt Paial 5 ayat {4}
Und.Eng-Undrn8 NorEor I Tahrr't 20 15 tcntang
Pcnctapan Pcr&t\trar! Pctr:crintstr taenggatlti Undarrg-

M.nAingar I

K^BUPATEN//KOTA ...
N()MOR:

TBNTANO
PENETAPAN D,\N PENGAI{C}KAT^N

^NOGOTA 
PANTTI^ PEMILIHAN KECA}IA'IAN

LIN'I'I,I< PEMILII{.AN GUBERNT.,R DA'N \I,AKIL CUBERNT-IR, ETIJPA'TI E'AN
q,ArIL BUP.^TI DA.N/.ATAIJ n,AIJ I<C,TA DAN g,A.I<IL II,AI.I KC'TA

TAHUN 2O2O

McrriIrrttanE

t hdanB Nornoi I Tahun 2Ol4 terttarr8 Fcrrrilitran
(]r.rb.rrrur, Elufrati, dq'r rn/ali&or.a. rnenjsdi Lrndang-
undang ect aae.ioa'!5' telal. bcbcrapa kalt dirrlrs.ir,
tcraldrir dcDEan t rldarra-Lrrrda.Irg lYorraor lO Talttrn
20l6 tcntan8 Ferut a.Larr K.du.. ata. ljnd..ng- Ljrldang
Norrtor I Teht.rrr 2Ol5 tcrltarrg ftnctalran Fcraturair
Pcrncrinteh Pcr{f8a'!ti und.rla-Lrrrdang Nornor I Ta}trrn
20 l.t tcntsrrg Pernilil.all Citrt c.nur, E r.rpatt, dan
ll,alikota llrcrlja.di Urrd.arl8-uridan3, pcrlu 

'lrenctapkatr
Peral.trra.ri Korai.i Pcrnilihan lJrnurn tcrraang Pctr.rnjuk
Tckt"ri. Pcrrrtcntukan Pa!:ritia, PErrrilitr.rrr Kecarrrstan,
Parritia PcrrtungLrtan Srrsrs, dan l<clornl]ok
Pcnyclcnggara Pcri \r,1gutan Srrara dalarn
PcnyelcnpEaraan FcEili}.an Orrbcrnur darr Ur.rkil
Grrlrcrnrrr, Bupati dan u/alil Itulr.ti. dail aiEu wali
l<ota dert t,t,akil \I/ali Kota-

Undans-Undarr8 l\lotrror t Tahurr 20 t 5 rcnta'ta
Fcnctat .n Fcrattrrarr Ferrrcrinta} FErlaa.nti Urldang-
undanS Noraor I Ta} un 2Ol4 tcrrt-ng hrniliha.rr
ioLrbcrtrr.rr, Elr.rpali, dan uralikota rEcllia.di urrdarra-
IJrtdang (t-crnb€.ralt Ncfaara Elcl,ut lil lrrdorreri.a Tahr.rrr
20 l5 Ivornor 23, TBtl-rlrahan L.ctnlraran Ncgara
Rcplrblik lrrdorlc-.ta !{ornor 56$, .cb.galraerra acla.L
t Glrcrat a kali dir.t ah, te.a.kl.ir dcnfl,rn urrda'ta-
urtdana Nortror lO Tal. un 2016 tcrrtanS. Ferubah.rt
Kcdtr5. at-. t rtdana-Urrda'l8 l{ornor 1 Tahui! 2() l5
t€rrtanS Fcllctaparr Feratu.a.n Fcracrirltal. FelrEE-Dti
undana ljn.larrg 

'Yornor 
I Taltu't 2Ol4 tcrrtang

Fcsrrilihafi ()uberttrrr, ElLrpati, dart U/.rlikota. rrrer\hdi
(Jrrdang-t rtda,rg (LcEtt sra-rr I\.cSa.a Rct'r.rblik
Indonctria Tahrrri 2016 Norrror l3O, Tarnbelta.tr
Lcrnbaratr Ncgar. Rct Lrt lik l.rdonc.ia NorDor S98);



2. kraturan Komisi kmilihar Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Talrun 2015 Tentang Tata Kerja

Komisi hmilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provimi/Komisi lndepndcn Pcmilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/lbmisi Indeparden

Pemilihan Kabupatn/ Kota, Pembentukan Tata Kcrja

Panitia hmilihan Kecanatan, Panitia Pernrurgutan

Suara, dan Kelompk Pcnyclcnggara kmungutan

Suara ddam hnyclenggaraan Pcmilihan Guhmur

dan Wakil Gubcmur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau llfdikota dan Wakil Wdikoa scbageimaoa

diubah tcrakhir dengan Prraturan Komisi hmilihan

Umum Republik Indoncsia Nomor 13 ?ahun 2017.

(Bcrita t{egara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor

14981;

3. Peraturan Komisi Pemilihen Umum Republik

lndonesia Nomor 15 Talrun 2019 Tentang Tahapan,

hogram, dan Jadwal knyelcnggaraan kmilihan

Ouhrnur dan l{akil Gubernur, Bupati dan lVa.kil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 scbagafunana dirubah terakhir dengan Ptrahrran

Komisi hmilihan Umum Republik lndonesia Nomor

16 Tahun 2019 (Bcrita Ncgara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor l5ll!.



MEITUT('SIKl'N:
IGPUTTJSAN KOMII'I PEIiIILJTIJiN UMUMMeneta.!,karl

KESATU

KEDIJA

K l.)Tt(iA

KEEMPAT

I<ABUPATE|N/KOTA
TENTANG PENETAPAN DAN PE}IG}AN'GI(ATAN .,NcrCrc'TA
PA'NITIA, PEMILIHAN KE.CAMATA.I\I
-- -,-.-....., -. - -- --. -K^BUP,ITEN/KOTA
UTYTUK PTMILIH^N C}IJBERI{I-,R DAI\' \I,,\I<IL C}I.,I'ERNIJR.
BT.'PATI DAN ulAXIL BUPATI DAI|I/ATAI.J lf,|AL! I(OTA DAN
vyA|<TL \^,AII I<C'TA TAHUN 2O2O.
Meltetapka'r:

No NAMA L\P AL.AMAT
I
2
3
4
5-

seba8ai Pa.nitia Pcf|ailthan Kccatrratait
t(.abupatEir,/Kota. ..-- r1frtuk Pcrnilittan Gtrbcrrltlr
dq'r .lf,,akil Grrbcrnrrr, Bu|,gti .rA6 q,a.l.il Elr.rpati, dart/atanr
.wali Kot . dqn l rakil lf,Isli Kota Tatrun 2O2O,
Panitia Fcrlilihsrl Kccarrla.ta'.l 3.t aaaiEena dirrt ksud dq.le.rn
DiLtura KESATT tricn Ea,Garr t-rrJr.te_Dgg.ra Fcrnlllhe'r
Oarbqrrrrr dan n,akil Grrbcrtru., Elarpati darr w'akil Elutnti,
dafi/ata.rr u,ali l(ot da't l,qkil lra.li Kota Tahurl 2O2O dt
tinal..t Krca-Eata,lr da.rt d6IEE ,r.cLl.raka't trrE .rrJ.a.
bcrlr€dortta.o pada katarttualr lrcratu!'arr l,€ru!td.9'rtg-
lrtrdSrrgan-
Scaala. biqJrs l.an8 tftrrbul dalEEr pclak..rra-n tirgar PEnitia
Felrliltha.t Kcrarnatat,r o€bqaaisrurna dtrtr.klud dalarn
DiLturtr Kcdua dibcbanlca'r D.da AtrSgair't.l Fcrrdap.ta.,r darr
Belar\i{r Dacrah K.lrr,rrratca,/Kot .-.-....-.......--.. rrrttqk
Fc'nilthan Oubcrrrrrr &rt l\,.Lil oqbcrnrrr, But ad dart wd<il

Bupe.ti, dan/atau Efdl Ibta datr Wal.il WaIi Kota Tetrun
2a20.
Kel,utusan ini bcrlaku unttrk 9 (Scrnbilanl bulan terhiturrg
ccjak Tanggd I l,Iarct eampai dcngen 3() Noverntrcr Tahun
2o2o.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEM ILTHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

t



\- Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR: tPL.O2-Kpt/r508/KPU-Kabrilll019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABUPATENBUNGO

UNTUKPEMILIHAN UMUM TAHIJN 2OI9

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 201 8 tentang Pembentukan dan Tata Keda Panitia Pemilihan Kecamatarl

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun

2020:,

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentatg Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109),

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 201 8 tentang Pembentukan dan Tata

Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PAMTIA PEMUNGUTAN

SUARA DI KECAMATAN KABI]PATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHIjN 2020.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksakan

tugasnya, berPedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara untuk Pernilihan Umum Tahun 2019.

Keputusan ini berlaku untuk l0 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai

dengan Bulan

Ditetapkan di Muara Bungo
padatanggal Nopember2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN TJMUM
KABUPATEN/I(OTA

(NAMAKETUA)



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN I.JMUM KABUPATEN

BTJNGO

NOMOR: 45 |PP.04.2-Kptll 508/KPU-Kab/V2020

TENTANG PEDOMAN TEKMS PEMBENTT.JKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PAMTIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMI'NGUTAN SUARA DALAM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABI]PATEN B1JNGO TAHUN 2O2O

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN ...........

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHI.]N 2O2O

A. DESA

NO. NAMA LIP ALAMAT
I

2

J

B. DESA

NO NAMA LIP ALAMAT
I

2

J

C. dst..

KETUA KOMISI PEMILIHAN IjMI,JM
KABUPATENBUNGO

MUHAMMADBISRI



KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BI]NGO

NOMOR: /PL.02-KpU150E/KPU-KabXI2OI9
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABUPATENBIJNGO

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 2020 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten Bungo untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo 2020;

Mengingat

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Progam dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 1225) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peratwan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 201 8 tentang Pembentukan

dan Tata Keqja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor I 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6109);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLINGO TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKECAMATAN KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMLIHAN BI]PATI DAN WAKIL BTJPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN
2020

Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan

Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun

2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bungo Tahun 2020 Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam

melaksakan tugasnya, berPedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun

2020 Tahun 2019

Keputusan ini berlaku untuk l0 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai

dengan Bulan Desember 201 8.

Ditetapkan di
pada tanggal

(NAMAKETUA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ............,



LAMPIRANVI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BUNGO

NOMOR: 45 lPP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/V2020

TENTANG PEDOMAN TEKMS PEMBENTUKAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2O2O

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMIJNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ...........

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2O2O

A. Desa

B. Desa

No. NAMA JABATAN TPS

I ANGGOTA TPS I

2 ANGGOTA

ANGGOTA
ANGGOTA

6 ANGGOTA

7 ANGGOTA

I ANGGOTA TPS 2

2 ANGGOTA

3 ANGGOTA

4 ANGGOTA

5 ANGGOTA
ANGCOTA

7 ANGGOTA
Dst

No NAMA JABATAN TPS

I ANGGOTA TPS 3

2 ANGGOTA
3 ANGGOTA

ANGGOTA

5 ANGGOTA
ANGGOTA

7 ANGGOTA

I ANGGOTA TPS 4

2 ANGGOTA

J ANGGOTA

J ANGGOTA

4

5.

6

4

6



4 ANGGOTA
ANGGOTA

6 ANGGOTA

7 ANGGOTA

C. Dst

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMTA4

KABUPATENKOTA....

(NAMA KETUA

5.

Dst... .



LAMPIRANVII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMI]M KABUPATEN

BUNGO

NOMOR: 45 lPP.04.2-Kpt/ I 508/KPU-Kab/V2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTT.JKAN

PANTIIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGLNAN SUARA, DAN KELOMPOK

PETTYELENGGARA PEMUNGT]TAN SUARA DALAM

PEhTYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2O2O

FORMIJLIR DATABASE BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BLTNGO TAHUN

2020.

1. FORMULIR DATA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUAIL{ (PPS)

2. FORMULIRDATA ANGGOTA KELOMPOK PEI\ryELENGGARA PEMUNGUTAN SUAITA 6PPS)



FORMULIR DATA ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGT-ITAN
SUAIL{ (PPS) KOMISI PEMILIITAN BIJPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN

2020.

KECAMATAN: KELURAI]AN,DESA

No Jabatan Nama Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Jenis
Kelamin

(L/r()

Pendidikan Alamat Nik Hp/Telp

I
2

J

4
5

6
7

8

9

l0
Dst.



;

FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

KOMISI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020.

KECAMATAN: KELURAHAN/DESA:

KETUA KOMISI PEMILIIIAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

MUHAMMADBISRI

No. Jabatan Nama Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Jenis
Kelamin

(L/K)

Pendidikan Alamat Nik Hp/
Tel
p

No
SK

I
2

J
4

5

6

7

8

9

l0
Dst

I

I


